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Amar Putusan . Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
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Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dengan
Akta Pendirian Nomor 73 Tahun 2001 tanggal 25 September 2001. Pemohon
mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 yang disebabkan penerapan asas ne bis in idem dalam Pasal 42 ayat (3)
UU 14/2002 dengan alasan bahwa hakim pengadilan pajak telah salah dalam
menerapkan asas ne bis in idem terhadap gugatan yang telah dicabut, sehingga telah
menghalangi dan melanggar hak konstitusional Pemohon untuk kembali mengajuka
gugatan sengketa pajak pada Pengadilan Pajak

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh
Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu UU 14/2002 terhadap UUD 1945,
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan
kerugian hak konstitusionalnya, terutama hak konstitusional sebagaimana diatur
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menurut anggapannya dirugikan dengan
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 42 ayat
(3) UU 14/2002. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut
bersifat spesifik dan aktual, serta tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami
Pemohon dan sepanjang berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional
yang dijelaskan, Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian
konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu,
apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti
yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada
atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon,



menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam Permohonan a quo;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002

sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1.

Bahwa terkait dengan dasar pengujian Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, setelah
Mahkamah mencermati dengan saksama telah ternyata Pemohon tidak
menguraikan alasan permohonannya yang didasarkan pada independensi
kekuasaan kehakiman dikaitkan dengan pemberlakuan norma Pasal 42 ayat (3)
UU 14/2002 sehingga Mahkamah menilai tidak terdapat relevansi untuk
mengaitkan dengan dasar pengujian dimaksud.

Bahwa syarat-syarat dan/atau kriteria diberlakukan asas ne bis in idem adalah: 1)
adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat (inkracht), 2)
terdapat persoalan dan alasan tuntutan yang sama, dan 3) diajukan oleh pihak
yang sama terhadap pihak-pihak yang sama pula. Selain itu, berkenaan dengan
kriteria dan pedoman terhadap penerapan asas ne bis in idem, sebagaimana dalil
Pemohon a quo, menurut Mahkamah dalam memahami penerapan asas ne bis in
idem tidak dapat dilepaskan dan sangat erat relevansinya dengan ketentuan Pasal
76 ayat (1) KUHP dan Pasal 1917 KUH Perdata. Dengan demikian, asas ne bis in
idem merupakan salah satu asas yang fundamental dalam bidang hukum yang
diterapkan oleh hakim guna menyelenggarakan peradilan yang adil dan menjamin
adanya penegakan hukum.

Bahwa terkait dengan penerapan norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 apabila
dicermati secara saksama sesungguhnya norma a quo tidak sekadar mengatur hal
yang berkaitan dengan asas ne bis in idem, akan tetapi mengatur juga terhadap
gugatan yang tidak dapat diajukan kembali apabila terhadap perkara yang
bersangkutan telah dicabut oleh penggugat. Artinya, terhadap sebuah perkara
gugatan yang telah diajukan dan kemudian dicabut oleh penggugat, maka perkara
gugatan a quo tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian, perkara gugatan
yang telah dicabut oleh penggugat, sejatinya bukan perkara gugatan yang terkait
dengan asas ne bis in idem, karena terhadap perkara gugatan yang dicabut belum
dipertimbangkan oleh hakim, baik terkait syarat formil maupun alasan-alasan
hukum secara materiil, sehingga belum ada putusan hakim yang berkenaan
dengan pokok permohonan gugatan penggugat, baik secara formil maupun materiil
dari gugatan penggugat.

. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo memohon kepada Mahkamah untuk

menegaskan ketentuan norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 sebagaimana dalam
petitumnya, menurut Mahkamah hal tersebut justru akan mempersempit makna
dari ketentuan norma dimaksud. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan
sebelumnya, norma Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 tidak hanya mengatur hal yang
berkaitan dengan asas ne bis in idem, akan tetapi terhadap perkara gugatan yang
telah dicabut oleh penguggat dan perkara yang sama diajukan kembali. Sehingga,
tanpa bermaksud menilai putusan hakim terhadap perkara gugatan yang dialami
oleh Pemohon, persoalan gugatan Pemohon yang telah dilakukan perubahan baik
pada bagian pihak maupun positanya, namun tetap dinyatakan tidak dapat
diajukan kembali, hal tersebut sepenuhnya telah berkaitan dengan persoalan
penerapan norma.

Bahwa apabila penggugat akan mengajukan kembali gugatan sengketa pajak
kepada Pengadilan Pajak, penggugat dibebankan untuk membuat gugatan agar
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dinyatakan dapat diajukan kembali ataupun tidak dinyatakan ne bis in idem, yaitu
dengan melakukan perubahan, baik pada bagian para pihak, posita dan
petitumnya. Dengan demikian, terhadap gugatan baru a quo selanjutnya menjadi
kewenangan hakim sepenuhnya untuk memeriksa ihwal syarat-syarat dan/atau
kriteria pemberlakukan asas gugatan dapat diajukan kembali ataupun asas ne bis
in idem. Oleh karenanya, apabila menurut penilaian hakim berkenaan dengan
gugatan baru tersebut tidak ditemukan perbedaan dengan gugatan sebelumnya
maka, terhadap gugatan tersebut dimaknai sebagai gugatan yang tidak dapat
diajukan kembali ataupun apabila terhadap gugatan tersebut telah terdapat
gugatan yang sama dan telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap, maka dapat diberlakukan asas ne bis in idem. Sehingga, terhadap kedua
fakta hukum tersebut relevan diberlakukan ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU
14/2002.

6. Bahwa untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan Hakim Pengadilan
Pajak dalam penerapan asas ne bis in idem, menurut Mahkamah hal yang
fundamental adalah terwujudnya perlindungan dan jaminan atas hak-hak yang
dimiliki oleh setiap warga negara, dalam kedudukannya sebagai penggugat,
sedangkan tergugat adalah bagian dari pemerintah yang harus diberlakukan sama
kedudukannya di depan hukum (equality before the law).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut
Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan
demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



